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Abstrak 

Tujuan peneliian ini bertujuan ingin mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penumpang 

SJ-182 yang menderita kerugian Akibat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air sesuai UU No 1 tentang 

Penerbangan tahun 2009. Jenis penelitian dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau 

doktrinal. Studi doktrinal adalah studi yang secara sistematis menafsirkan aturan yang mengatur kategori 

hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan area yang sulit, dan dapat 

memprediksi perkembangan masa depan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hanya perjanjian antara 

penumpang dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Namun dalam 

praktiknya, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, seperti halnya di industri penerbangan kita, 

tiket adalah bukti perjanjian transportasi udara. Risiko terbesar bagi maskapai penerbangan adalah 

kecelakaan pesawat terbang. Kecuali menimbulkan kerugian materiil, yaitu hancurnya pesawat terbang, 

juga menimbulkan kerugian pada diri penumpang, bagasi atau barang yang diangkut. Walaupun perjanjian 

pengangkutan pada umumnya dilakukan dengan lisan, akan tetapi segala akibat yang timbul karenanya 

sepanjang menurut sifatnya merupakan inti perjanjian maka akan mempunyai kekuatan seperti undang-

undang bagi yang bersangkutan. 

Kata Kunci:   Hukum, SJ-182, Kecelakaan Pesawat, Undang-Undang 
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PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan penerbangan 
di Indonesia semakin dirasakan sangat 
strategis dalam rangka memantapkan 
perwujudan wawasan nusantara, 
mendukung kegiatan ekonomi nasional, 
mendorong pertumbuhan dan 
pengembangan industri pariwsata, serta 
menghubungkan daerah-daerah 
terpencil dan terbelakang dalam usaha 
mencapai tujuan pembangunan nasional 
berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.  Dengan demikian 
pemerintah Indonesia perlu 
merencanakan secara sistematis 
penyelenggar penerbangan yang 
memadai dan menjamin kelancaran arus 
lalu lintas orang/penumpang serta lebih 
menjamin keamanan dan keselamatan 
penerbangan sehingga tidak 
menimbulkan risiko kerugian.  

Risiko kerugian dalam 
melakukan kegiatan usaha itu dapat 
terjadi setiap saat. Pada penyelnggaraan 
penerbangan nasional beberapa tahun 
terakhir ini masih menunjukkan sering 
terjadi beberapa kasus kecelakaan  
pesawat udara, dengan berbagai sebab 
yang mengakibatkan kerugian terhadap 
penumpang sebagai konsumen. 
Kecelakaan pesawat dapat disebabkan 
oleh banyak faktor, termasuk faktor 
manusia., mesin pesawat udara 
(machine/technical), dan cuaca 
(weather).  

 
Dari faktor-faktor tersebut, 

menunjukkan bahwa kecelakaan 
pesawat udara dikarenakan 
kesalahan/kelalaian kapten penerbang 
sebagai penyebab kecelakaan, 
sedangkan selebihnya disebabkan oleh 
hal lain yang mendukung terjadinya 
kesalahan/kelalaian kapten penerbang 
tersbut. Hal ini menunjukkan bahwa 
peran manusia ternyata sebagai faktor 
rutin yang sering menyebabkan 
terjadinya kecelakaan pesawat udara.  

 Suatu kecelakaan pesawat 
udara dapat terjadi karena adanya 

kesalahan teknis dalam pengoperasian 
pesawat udara (technical fault)  seperti 
sistem navigasi pesawat udara yang 
rusak, atau akibat situasi cuaca yang 
sangat buruk. Namun presentase 
terbesar yang menjadi cuaca yang sangat 
buruk. Namun prosentase terbesar yang 
menjadi penyebab dari kecelakaan 
pesawat udara adalah akibat faktor 
manusia (human fault). Selain itu faktor 
yang lain sebenarnya dapat berperan 
menyebabkan terjadinya suatu 
kecelakaan pesawat udara adalah 
kesalahan pengelolaan manajemen 
(management fault) dari perusahaan 
penerbangan. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam penelitian 
Hukum merupakan kajian hukum 
normatif atau doktrinal. Penelitian 
doktrinal adalah penelitian memberikan 
penjelasan sistematis saturan yang 
mengatur suatu kategori hukum 
tertentu, menganalisis hubungan antara 
peraturan menjelaskan daerah kesulitan 
dan mungkin memprediksi 
pembangunan masa depan. Pada intinya 
penelitian  yang dilakukan dengan cara 
meneliti bahan-bahan pustaka atau data 
sekunder yang Terdiri dari bahan hukum 
tingkat pertama, bahan hukum tingkat 
kedua dan bahan hukum tingkat ketiga. 

Sifat Penelitian hukum 
mempunyai karakter  yang  khas, yaitu 
sifatnya  yang  normatif, praktis dan 
preskriptif. Sebagai ilmu yang  bersifat 
preskriptif, ilmu hukum mempelajari 
tujuan hukum,  nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum,  konsep-konsep 
hukum, dan norma-norma hukum. 

pendekatan yang digunakan dari 
beberapa pendekatan  diatas adalah 
pendekatan historis pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan 
teori adalah penelaahan serta sumber-
sumber lain yang berisi informasi 
mengenai masa lampau dan laksanakan 
secara sistematis, maka dapat dikatakan 
bahwa pendekatan historis bisa 
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dipahami secara sistematis untuk 
mengetahui dan memahami serta 
membahas secara mendalam. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perusahaan yang mendapatkan 
Penerbangan Layanan Ekonomi 
Terfavorit dari Indonesia Tourism 
Award 2011 ini mempunyai visi dan misi 
untuk menomorsatukan layanan 
bermutu, mampu bersaing secara 
nasional dan regional serta melayani 
pelanggan dengan kebanggaan dan 
reputasi tinggi baik selama proses pra-
penerbangan, di dalam dan pasca 
penerbangan. Sriwijaya Air melakukan 
kerjasama dengan PT Aero Nusantara 
Indonesia (ANI) dan Garuda 
Maintenance Facility (GMF) sebagai 
maintenance provider terpercaya di 
Indonesia yang bertaraf internasional. 
Hal tersebut dilakukan agar para 
pelanggan mendapat keamanan dan 
kenyamanan yang maksimal. Pada 2012, 
Sriwijaya juga melakukan perubahan 
dengan menyiapkan segala lini 
peremajaan yang berhubungan dengan 
performance dan layanan baru. 
Perubahan itu meliputi design grafis 
logo, layanan baru executive class dan 
seragam baru flight attendant. Di tahun 
ini Sriwijaya Air memasang target 
pertumbuhan pendapatan 27,27% atau 
pendapatan Rp.7 triliun sepanjang tahun 
seiring bertambahnya armada pesawat 
dan pembukaan sejumlah rute baru. PT 
Sriwijaya Air awalnya merupakan 
perusahaan swasta murni yang didirikan 
oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes 
Bunjamin dan Andy Halim. Beberapa 
pakar yang mempelopori berdirinya 
Sriwijaya Airlines antara lain Supardi, 
Capt. Kusnadi, dan Captain. Adil W 
Kapten Harwick L, Gabriella dan 
Suwarsono. 

Tujuan Sriwijaya Air adalah 
untuk menyatukan seluruh nusantara, 
ini adalah keinginan Raja Kerajaan 
Sriwijaya dari Kota Palembang. 
Keinginan tersebut kemudian 

diwujudkan melalui pengembangan 
transportasi udara. Pada tahun 2003, 
bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 
November, Sriwijaya Airlines membuka 
penerbangan perdana rute Jakarta-
Bangka Penang PP Selatan, PP Jakarta-
Paembang, PP Jakarta-Jambi dan PP 
Jakarta-Pontianak. Awalnya, Sriwijaya 
Airways hanya mengoperasikan 1 
Boeing 737-200 yang kemudian seiring 
waktu terus ditambah hingga memiliki 
15 armada Boeing 737-200. Sesuai 
dengan perkembangan teknologi dan 
kebutuhan pemenuhan pelayanan publik 
yang lebih baik, Sriwijaya Air kemudian 
menambah dan memperluas jangkauan 
penerbangannya dari Barat ke Timur 
sekaligus menambah pesawat dengan 
seri yang lebih baru,yaitu Boeing 737-
300,Boeing 737-400, Boeing 737-500W, 
dan Boeing 737-800NG. Maskapai ini 
telah memesan 20 pesawat Embraer 175 
dan Embraer 195 di Paris Air Show 2011, 
tetapi kemudian membatalkan pesanan 
karena alasan operasional dan kemudian 
digantikan oleh Boeing 737-500W. 
Namun, Sriwijaya Air dapat memesan 
kembali Embraer yang akan dialokasikan 
ke anak usahanya, NAM Air. 

Aspek Asuransi dalam 
Penerbangan. 

Dalam hukum udara, asuransi 
dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek, yaitu: 

1. Aspek Ekonomi  
Asuransi merupakan 

lembaga peralihan risiko 
kepada pihak lain atau 
penyebaran risiko, risiko 
adalah kemungkinan 
mengalami kerugian dan 
selalu mempunyai arti 
negatif, serta bukan sesuatu 
hal yang pasti. Jadi tujuan 
asuransi adalah pengalihan 
risiko dari tertanggung 
kepada penanggung 
(perusahaan asuransi). 

2. Aspek Hukum 
Asuransi adalah suatu 

perjanjian sebagaimana yang 
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ditetapkan dalam Pasal 246 
Kitab Undang-Undang 
Hukum dagang (KUHD), yang 
menyatakan sebagai berikut: 

“Asuransi adalah suatu 
pertanggungan adalah suatu 
perjanjian dengan mana 
seorang penaanggung 
mengikatkan diri dengan 
seorang tertaggung, dengan 
menerima suatu premi, untuk 
memberikan penggantian 
kepadanya karena suatu 
kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang 
diharapkan, yang mungkin 
akan dideritanya karena 
suatu peristiwa yang tak 
tertentu”. 

 
Dalam asuransi kerugian yang 

meliputi asuransi pengangkutan 
sedikitnya terdapat 4 (empat) unsur, 
yaitu: 

1. Penanggung (insurer), yang 
memberikan proteksi. 

2. Tertanggung (insured), yang 
menerima proteksi. 

3. Peristiwa (accident) yang 
tidak diduga atau tidak 
diketahui sebelumnya dan 
peristiwa tersebut 
mengalami kerugian. 

4. Kepentingan (interest) yang 
diasuransikan, yang mungkin 
akan mengalami kerugian 
yang disebabkan oleh 
peristiwa tersebut. 

 
Namun pengertian asuransi di 

dalam Pasal 246 KUHD ini dianggap 
sudah banyak kekurangannya, antara 
lain: 

1. Hanya ditujukan kepada 
asuransi kerugian saja, dan 
tidak mengenai auransi jiwa. 

2. Hanya menyebutkan bahwa 
perikatan dapat lahir dari 
perjanjian dan undang-
undang. 

 
Undang-Undang No. 2 Tahun 

1992 tentang Usaha Perasuransian di 
mana pengertian pertanggungan dalam 
undang-undang ini lebih luas 
dibandingkan dengan Pasal 246 KUHD. 
Hal tersebut karena dalam Pasal 1 
Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 
menyebutkan adanya tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga dan di 
dalamnya mengatur mengenai asuransi 
kerugian dan asuransi jiwa. “Asuransi 
atau pertanggungan adalah perjanjian 
antara Dua pihak atau lebih, penanggung 
meningkatkan kepentingannya sendiri 
kepada tertanggung dengan 
membebankan premi asuransi, dan 
menyediakan kemungkinan kerugian 
tertanggung, kerusakan atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan karena 
kerugian tertanggung, atau tanggung 
jawab hukum atau kewajiban kepada 
penumpang. disebabkan oleh suatu 
peristiwa yang tidak pasti, atau 
berdasarkan kematian atau hidup 
tertanggung;”. 

 
Dalam perjanjian asuransi 

terdapat prinsip-prinsip, yaitu: 
1. Prinsip Indemnitas 

(Indemnity) 
Perjanjian asuransi bertujuan 

memberikan ganti rugi terhadap 
kerugian yang diderita oleh tertanggung 
yang disebabkan oleh bahaya yang sudah 
ditentukan dalam polis, besarnya ganti 
rugi yang diterima oleh tertanggung 
adalah sama besarnya jumlah kerugian 
yang dialami oleh tertanggung, tidak 
lebih dan tidak kurang. Pengertian 
kerugian disini tidak boleh 
menyebabkan posisi keuangan pihak 
tertanggung menjadi leih diuntungkan 
dari posisi sebelum menderita kerugian. 

Yang ingin dicapai dari asas 
indemnitas ini adalah keseimbangan 
antara risiko yang dialihkan kepada 
penanggung dengan kerugian yang 
diderita oleh tertanggung dari akibat 
terjadinya peristiwa yang secara tidak 
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wajar tidak diharapkan akan terjadi. 
Pengaturan atas asas idemnitas diatur 
dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHD yang 
menyatakan: 

“suatu pertanggungan yang 
melebihi jumlah harha atau kepentingan 
yang sesungguhnya, hanyalah sah pada 
jumlah tersebut”. 

 
2. Prinsip kepentingan yang 

diasuransikan (Insurable 
Interest) 

Pihak yang bermaksud 
mengadakan perjanjian asuransi harus 
mempunyai kepentingan yang dapat 
diasuransikan. Oleh karena itu, pihak 
tertanggung mempunyai keterlibatan 
langsung dengan akibat dari suatu 
peristiwa yang belum pasti terjadinya 
dimana yang bersangkutan dapat 
memperoleh kerugian. 

 
3. Prinsip itikad baik (Utmmost 

Good Paith) 
Asas ini merupakan asas bagi 

setiap perjanjian, sehingga harus dipenui 
oleh para pihak yang mengadakan 
perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini 
pada saat perjanjian asuransi akan 
menyebabkan adanya cacat hukum, 
sesuai dengan Pasal 1320-1329 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata). Suatu perjanjian adalah 
cacat hukum apabila ada salah satu pihak 
yang ingin beritikad buruk/beritikad 
tidak baik. 

Pasal 251 KUHD menyatakan 
sebagai berikut: 

“Setip keterangan yang keliru 
atau tidak benar, ataupun setiap tidak 
memberitahukan hal-hal yang diketahui 
oleh tertanggung, betatpun itikad baik 
dan ada padanya, yang sedemikian 
sifatnya sehingga seandainya 
penanggung telah mengetahui keadaan 
yang sebenarnya, perjanjian itu tidak 
akan ditutup atau tidak ditutup dengan 
syarat-syarat yang sama, mengakibatkan 
batalnya pertanggungan”. 

 

4. Prinsip subrogasi 
Pasal 284 KUHD, menyatakan: 
“Seseorang penanggung yang 

telah membayar kerugian suatu barang 
yang dipertanggungkan, menggantikan 
tertanggung dalam segala hak yang 
diperolehnya terhadap orang orang-
orang ketiga berhubung dengan 
menerbitkan kerugian tersebut dan  
tertanggung itu adalah bertanggung 
jawab untuk setiap perbuatan yang dapat 
merugikan hak penanggung terhadap 
orang-orang ketiga itu.” 

Asas subrogasi bagi penanggung, 
seperti yang tercantum di dalam Pasal 
284 KUHD tersebut di atas merupakan 
asas yang merupakan konsekuensi logis 
dari idemnitas. Tujuan asas ini adalah 
untuk memberikan ganti kerugian 
apabila artinya terjadinya suatu 
peristiwa yang tidak diharapkan menjadi 
diuntungkan. Maksudnya, korban 
disamping sudah mendapatkan ganti 
kerugian dari bertanggung jawab, dan 
memperoleh pembayaran lagi dari pihak 
penumpang. Subrogasi dalam asuransi 
dapat ditegakkan apabila memenuhi 
syarat sebagai berikut: 

a. Apabila tertanggung di 
samping mempunyai hak 
terhadap penanggung, masih 
mempunyai hak-hak 
terhadap pihak penumpang. 

b. Hak tersebut timbul, karena 
terjadinya suatu kerugian. 

 
Dengan demikian asuransi 

sangat penting dalam penyelenggaraan 
penerbangan dan mempunyai peran 
yang sangat strategis dalam 
pertumbuhan penyelenggaraan 
penerbangan yang sangat pesat sekarang 
ini. Dengan biaya yang relatif ringan 
perusahaan-perusahaan penerbangan 
dapat mengalihkan risiko-risiko yang 
timbul dalam usahanya kepada 
perusahaan-perusahaan asuransi 
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SIMPULAN 
Dalam usaha mewujudkan 

perlindungan keselamatan penerbangan 
sipil di Indonesia, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Republik Indonesia 
telah melakukan peningkatan 
pengawasan secara signifikan dengan 
melakukan langkah-langkah nyata untuk 
meningkatkan keselamatan 
penerbangan, diantaranya dengan 
melakukan audit tiap tiga bulan sekali 
terhadap seluruh maskapai penerbangan 
nasional dan menggunakan 
kewenangannya untuk mencabut izin 
operasi pesawat jika peringatan tidak 
disempurnakan. 

Dalam hal ini, Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara Republik 
Indonesia  Telah maskapai penerbangan 
untuk melakukan pemeliharaan rutin 
yang dapat berupa pemeriksaan harian, 
pemeriksaan sebelum terbang, dan 
inspeksi setelah terbang (after flight 
inspection). Tidak cukup dengan itu saja, 
pemeliharaan berkala dilakukan untuk 
mengecek komponen-komponen 
tertentu yang kemungkinan harus 
diganti setelah melampaui waktu atau 
jam terbang tertentu, ditambah lagi 
dengan pemeriksaan menyeluruh pada 
kerangka struktur pesawat terbang. 
Keseluruhan proses pemeliharaan 
dilakukan oleh personel terlatih dan 
berwenang untuk itu dipandu dengan 
pedoman pada pemeliharaan 
(maintenance) manual yang selalu 
diperbaharui secara berkala oleh pabrik 
pembuat pesawat. 

Selain itu, Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Republik Indonesia 
juga telah melakukan introspeksi diri 
untuk menanggapi opini publik yang 
berpendapat bahwa Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara Republik Indonesia 
hanya berdiam diri dan tidak melakukan 
Banyak inspektur dari Biro Sertifikasi 
Kelaikan Udara (DSKU) mengaitkan 
perbaikan yang menyebabkan 
kecelakaan pesawat dan masalah suap 
kepada maskapai penerbangan saat 

melakukan inspeksi dan perawatan 
pesawat. Refleksi diri yang dilakukan 
oleh Administrasi Penerbangan Sipil 
Indonesia adalah mengambil langkah 
tegas untuk mengumumkan peringkat 
maskapai penerbangan Indonesia dan 
meningkatkannya dengan memperkuat 
pengawasan terhadap maskapai 
penerbangan Indonesia. 
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